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DASAR HUKUM

PERKI No. 1 Th 2017

Tentang Pengklasifikasian Informasi

Publik

PERKI No. 1 Th 2010

Tentang Standar Layanan Informasi
Publik

Diubah dengan Perki
1/2021 ttg SLIP

Permen No. 11 Tahun 2020

tentang Pelayanan IP di Kemenparekraf

PP No. 61 Th 2010

Tentang Pelaksanaan UU KIP

UU No. 14 Th 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik





KETENTUAN UMUM
Terdapat beberapa ketentuan baru yang didefinisikan di dalam bagian ini, diantaranya yaitu:

Standar
Layanan

Informasi Publik

Informasi

Publik

Dokumen
Elektronik

Badan Publik
Teknologi
Informasi

Data Pribadi

Penyandang
Disabilitas

Walidata Portal Satu Data

Interoperabilitas
Data

Bantuan
Kedinasan

Permintaan
Informasi Publik

Pemohon
Informasi Publik

Komisi
Informasi

Penyandang
Disabilitas



Lanjutan
• Penegasan penggunaan asas dalam penyelenggaraan standar layanan informasi publik

• Penegasan maksud dan tujuan pengaturan, yaitu:

✓ Maksud Pengaturan: 1). Memberikan kepastian hukum; 2). Mewujudkan tanggungjawab badan publik; dan 3).

Memberikan arah kebijakan kepada badan publik.

✓ Tujuan Pengaturan: 1). Memberikan standar minimal bagi BP; 2). Meningkatkan layanan informasi publik; 3).

Memberikan kepastian dan pelindungan bagi pemohon informasi publik; 4). Membangun SDM pelayanan informasi

publik; 5). Mewujudkan masyarakat yang informatif.



BADAN PUBLIK

ASPEK YANG DIMILIKI BADAN PUBLIK

Hak Kewajiban

KATEGORI

Badan Publik Negara Badan Publik selain Badan Publik Negara

RUANG LINGKUP

Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif,
Badan Lain, Organisasi non pemerintah,  parpol, 

dan BUMN









PPID







Memberikan
pertimbangan atas
setiap tanggapan

kpd masy

Memberikan
pertimbangan atas
penetapan DIP & 

DIK

Memberikan
pertimbangan jika

tjd sengketa
informasi

TUGAS & FUNGSI TIM 

PERTIMBANGAN

Pasal 5 Perki SLIP

Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional

dan/atau petugas informasi yang membantu PPID 

dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan 

ketersediaan anggaran



Petugas Pelayanan
PPID

Catatan:
1. Uraian tugas & tanggung jawab
2. Pola Koordinasi
3. Pelaporan & Evaluasi



KLASIFIKASI INFORMASI



Daftar Informasi Publik

Pengertian (Ps. 1 angka 20)
Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak
termasuk Informasi yang dikecualikan

Klasifikasi Daftar Informasi Publik (Ps. 21 ayat (1) huruf a)
Daftar Informasi Publik merupakan bagian dari Informasi Publik yang Wajib Tersedia
Setiap Saat

Status Pengubahan Informasi (Ps. 52 ayat (4))
Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan terbuka masuk ke dalam Daftar Informasi
Publik



Proses Penyusunan DIP
Ps. 45 ayat (2) “Menyusun Usulan” 

PPID Pelaksana
menyusun usulan Daftar 
Informasi Publik
berdasarkan Infomasi
Publik yang telah
dihimpun dari seluruh
unit kerja dan/atau
satuan kerja di Badan 
Publik

Ps. 45 ayat (3) “Menyampaikan Usulan” 

PPID Pelaksana
menyampaikan usulan
Daftar Informasi Publik
kepada PPID

Ps. 45 ayat (4) “Melakukan
Telaah dan Klasifikasi” 

PPID melakukan telaah
dan klasifikasi terhadap
usulan Daftar Informasi
Publik



Lanjutan..

Ps. 45 ayat (5) “Menetapkan DIP” 

PPID menetapkan Daftar 
Informasi Publik dalam
bentuk Keputusan

Ps. 45 ayat (6) “Persetujuan Atasan PPID” 

Penetapan DIP 
berdasarkan persetujuan
Atasan PPID

Ps. 45 ayat (7) 
“Pemutakhiran DIP” 

Daftar Informasi Publik
dimutakhirkan paling 
singkat 6 (enam) bulan
sekali



UJI KONSEKUENSI

❖ Tata Cara Pengujian Konsekuensi
▪ Identifikasi dokumen informasi publik;
▪ Pencatatan informasi;
▪ Analisis undang-undang;
▪ Analisis konsekuensi yang timbul dibukanya informasi.

❖ Tata Cara Penyampaian Informasi yang Dikecualikan
▪ PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.
▪ PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan 

dibuka dan diberikan kepada publik.
▪ PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai

alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
▪ PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan

❖ Jangka Waktu Pengecualian
▪ Penetapan  jangka  waktu  informasi  yang dikecualikan yang telah habis jangka waktunya, paling lambat 30 hari  sebelum berakhirnya 

jangka waktu pengecualian.
▪ Jika tidak dilakukan, maka otomatis menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.



URGENSI PENYUSUNAN & PEMUTAKHIRAN DIP DIK

Pasal 7 (2) UU KIP BP Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, 
benar, dan tidak menyesatkan

Pasal 11 (1) UU KIP huruf a “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saat yang meliputi: daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”

Pasal 19 UU KIP “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik
wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi…” – sebelum informasi dikecualikan” –

Ps. 5 ayat (2) huruf c Perki 1/2021 SLIP “menetapkan dan memutakhirkan Daftar 
Informasi Publik” 

Pasal 45 ayat (7) Perki 1/2021 SLIP “Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat
6 (enam) bulan sekali”



Contoh Kasus

No. JUDUL INFORMASI TERTUTUP TERBUKA

PENANGGUNGJAWAB

1 Berita Acara Penutupan Laporan Masyarakat Tidak Memenuhi Syarat Formil KU DUMAS PERWAKILAN

2 Berita Acara Penutupan Laporan Masyarakat Tidak Memenuhi Syarat Materiil KU DUMAS PERWAKILAN

3 Keputusan Penunjukan Konsiliator KU SUBSTANSI I-VII PERWAKILAN

4 Surat Undangan Penyerahan LAHP (kepada Terlapor ditemukan maladministrasi) KU SUBSTANSI I-VII PERWAKILAN

5 Surat Penutupan KU SUBSTANSI I-VII PERWAKILAN





Daftar Informasi Publik

Lamp II Perki SLIP







Lembar Pengujian Konsekuensi

Lampiran II  Perki 1 Th 2017

Informasi
(berisi informasi

tertentu  yang akan

dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualia

n  

Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)
Jangka Waktu

(disebutkan jangka waktunya)

Dibuka Ditutup

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD

1

2

3.Dst

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  

NOMOR........TAHUN

Pada hari ini, .....................tanggal..........bulan............tahun............bertempat di....................telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap  

Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian. Menyetujui

(Pimpinan Badan Publik)



STANDAR LAYANAN

•Standar Pengumuman;
•Standar Permintaan Informasi;
•Standar Keberatan;
•Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
•Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
•Standar Maklumat Pelayanan.

Standar layanan wajib memperhatikan Aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas dan pelindungan Data 
Pribadi

Penyandang Disabilitas dimaksud setidaktidaknya Penyandang Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik.



7 SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan
Informasi

Keberatan

Penanganan
Sengketa
Informasi

Penetapan dan 
Pemutakhiran

DIP

Pengujian
Konsekuensi

Pendokument
asian

Informasi
Publik

Pendokumentasian
Informasi yang 

dikecualikan



SOP Pengumuman Informasi

Bahasa Indonesia

(Bahasa Daerah setempat)

Aksesibilitas bagi Disabilitas

Mudah dipahami Medsos/website

Audio, 
visual/braille

Portal 1 Data



Alur Tanggapan Permohonan Informasi

Permohonan
IP

Kelengkapan
Berkas

Register PPID

Jawaban atas
Permohonan

IP

Keberatan

Tanggapan
atas

Keberatan

Pengajuan
PSI ke Komisi

Informasi

Jika tidak
lengkap

Surat ketidak
lengkapan

Jika lengkap

10 HK     30 HK     

Reg Keberatan

3HK



Penolakan Informasi Publik
Pasal 22 UU KIP

1. Dibawah penguasaan

2. Dimana yg menguasai

3. Penolakan dg alasan

4. Materi informasi jika
diberikan/ditolak

5. Pengaburan/penghitaman jika ada

6. Alat penyampai & format

7. Biaya & cara pembayaran jika ada

Pasal 31 (4) Perki 1/2021

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi: 

1. berada di bawah penguasaannya atau tidak;

2. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta
dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya; 

3. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik yang disertai
dengan alasan; 

4. bentuk Informasi Publik yang tersedia; 

5. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi
Publik yang diminta; 

6. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang 
diminta; 

7. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila
ada; 

8. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; 

9. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai atau belum didokumentasikan.



BANTUAN KEDINASAN



LAPORAN DAN EVALUASI



KETENTUAN PERALIHAN &PENUTUP

PerKI No. 1 Tahun  
2010 tentang  

Standar Layanan  
Informasi Publik

PerKI No. 1 Tahun  
2017 tentang  

Pengklasifikasian  
Informasi

Dicabut  
dan  

dinyatakan  
tidak  

berlaku

Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada saat Peraturan  ini mulai 
berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan yang 

telah berlaku sebelumnya.



PerKI No. 1 Tahun  
2010 tentang  

Standar Layanan  
Informasi Publik

PerKI No. 1 Tahun  
2017 tentang  

Pengklasifikasian  
Informasi

Dicabut  
dan  

dinyatakan  
tidak  

berlaku

Annie Londa, SH, MH, CLA

Telp/WA: 0819-3233 3312 

Email: 
annie_lohanda@yahoo.com


